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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan praktik arisan online sebagai 

bentuk perjanjian elektronik. Namun, maraknya arisan online fiktif menimbulkan 

persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian serta perlindungan bagi korban 

penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat 

Kota Semarang mengenai keabsahan perjanjian arisan online berdasarkan ketentuan 

hukum perdata, sekaligus mengkaji upaya perlindungan hukum bagi korban dalam 

perspektif prinsip keadilan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris 

dengan metode campuran (mixed methods), yaitu analisis normatif terhadap Pasal 1320 

dan 1321 KUHPerdata serta regulasi terkait, yang dipadukan dengan data empiris 

melalui kuesioner kepada 50 responden dan wawancara dengan tiga partisipan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tergolong cukup baik, 

dengan persentase rata-rata 77%-79% pada aspek syarat sah perjanjian, cacat 

kehendak, legalitas perjanjian elektronik, dan kesadaran risiko hukum. Meski 

demikian, pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diikuti 

sikap kehati-hatian dalam praktik. Secara normatif, perlindungan hukum bagi korban 

telah tersedia melalui mekanisme pembatalan perjanjian, gugatan perbuatan melawan 

hukum, serta tuntutan ganti rugi yang mencerminkan prinsip keadilan korektif. Namun, 

efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat literasi hukum dan akses masyarakat 

terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. 

 

Kata Kunci: Arisan Online, Keabsahan Perjanjian, Cacat Kehendak, 

Perlindungan Hukum, Hukum Perdata 
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